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Latar Belakang Pemilihan Judul

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur
tentang perkawinan secara nasional itu menganﬁt asas mo-
nogami. Hal ini nampak dari bunyi ketentuan pasal 3 ayat
1l Undang Undang Nomor 1 Tahun 18974: "Pada asasnya dalam
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seo-
rang istrii Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami”. Namun, asas monogami dalam Undang Undang Nomor 1
fahun 1974 itu tidaklah mutlak kehersdasnnya, sebab pe-
ngadilan dapat memberi izin kepsda seorang suami untuk
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pi-
hak-pihak yang bersangkutan, sesunail dengan pasal 3 ayat
2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1874. Dalam hal seorang
suami akan beristri lebih dari seocrang, maka ias wajib
nengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat
tinggalnya, seperti ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Un-
dang Undang Nomor 1 Tahun 1874. Selanjutnya, untuk dapat
mengajukan permbhonan kepada pengadilan ini harus dipe-
nuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5
avat 1 Undang Undang Bomor 1 tahun 1874. Pengadilan ha-
nya memberikan izin kepada seorang suami yang akan ber-
istri lebih dari seorang apabila terdapat salah satu a-
lasan.yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1874.

Di atas telah dijeiaskan bahwa Undang-lUndang No-



mor 1 Tahun 1874 itu menetapkan dan mewaiibkan seorang
suami yang akan beristri lebih dari seorang untuk terle-
bih dahulu mengajukan permochonan izin kepada pengadilan.
Ini bersartl menutup kemungkinan terjadinya perkawinan
éeorang suami déngan lebih dari seorang istri yang dila;
kukan tanpa terlebih dashulu mendapat izin dari pengadil-
an. Tetapi praktiknya, dalam kehidupan masyarakat ada
beberapa orang suami yang béristri lebih dari seorang
dengsan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dsri penga-
dilan. Perkawinsan seorang suami dengan lebih dari seo-
rang iétri vang dilskuksn tanpa terlebih dahulu mendapat
izin dari pengadilan ini, dalam kenyataannya juga dila-
kukan tanpa pencatsatan nikah, karena pegawal pencatat
perkswinan tidak akan mencatat perkawinan dari seorang
suami yang berpoligami tanpa mendspat izin terlebih da-
hulw dari pengadilan. Praktik poligami tanps terlebih
dahule mendapat izin dari pengsdilan dan tanps pencatai-
an nikah itulah vang dalam skripsi ini sava sebunt seba-
gai poligami illegali Dengan adanya praktik poligsmi il-
legal ini jelas akan membawsa dampsk negatif, baik bagi
peraturan perundang-undangan, masyarakat maupun keluargsa.
Atas dasar pemikiran tersebut, maka saya tertarik
untuk mengangkat permasalashan bagaimanakah praktik poli-
gami setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan bagaimana pula upaya untuk menangguiangi dampak ne-



gatifnya, déngan memilih judul: PRAKTIK POLIGAMI SETELAH

BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

Adapun tujuan vang hendak dicapai dalam peneliti-
an ini adalﬁh sebsgai berikut:
a. untuk mengetahul sejauhmanakah penerapan kétentuﬁn
poligami dalam praktik.
b. untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kecenderungan
praktik poligami illegal daslam kehidupan masyarakat.
¢. untuk memberikan saran mengenal upays-upaya yang hs-
rus ditempuh guns menanggulangi menjamurnya praktik
poligami illegal demi terciptanya perlindungan hukum

bagi kaum wanita.

Metode yang Dipergynakan

Metode pendekatan masalah yahg dipergunakan.ada—
lah metode pendekatan yuridis normatif, vaitu pendekatan
vang dilakuksn dengan mempelajari dan meneliti terlebih
dahulu peraturan perundsng-undangsn yang berkaitan de-
ngan masaiah poligaml, khususnya Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974, serta literatur-literatur yang ads hubungan-
nys dengan permasalshan yang dibahas. Data bersumberksan
pada data sekunder vang terdiri dari bahan hukum primer

berups. peraturan perundang-unndangan, serta bahan hukum



sekunder berupa litersatur-literatur dan bahan perkuliah-
én. Di samping ituw, sebagai penunjang data sekunder di-
pergunakan juga sasrsip dan hasil wawancara dengan pejsbsat
Pengadilan Agams Surabaya. Prosedur pengumpulan data di-
lakukan dengan membacs dan mempelajari peraturan perun-—.
dang-undangan, literatur-literatur, bahan perkuliahan,
arsip serts hasil wawancara dengan pejiabat Pengadilan A-
gama Surabays, untuk memperoleh data vang dapat memberi-
kan keterangan tentang keadaan obyek penelitian. Kemudi-
an data-dats teiSebut diolah dengan menggunakan metode
deduktif, yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang bersi-
fat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, guna mempero-
leh jawabsn permasalahan dan kesimpulan. Selanjutnya di-
analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data
deskriptif analistis,. vaitu aps yang diperoleh dari ha-
sil.wawaneara dan pendapat pars sarjana, yang diteliti

dan dipelajari sebagail satu kesatuan.

Jadwal Waktu Penelitian

"Waktu vang diperlukan dalam penyusunan skripsi
mulai dari persiapan sampai selésainya skripsi dibagi
menjadi tiga tahap sebagal berikut:
- Tahap persiapan memerlukan waktu 89 (sembilan) bulan;
- Tahsp pengumpulan dats memerlukan waktu 4 (empat) bu-

lan;



- Tahap pendolahan dan snalisis data memerlukan waktu 2

{dua) bulan.

' Berdasarkan hasil penelitian diketahui bszhwa de-
wasa inl di dalsm masyarakst memang timbul suatu kecen-
derungan praktik poligami illegal yang dilakuksan olehl
suami yvang akan berpoligami. Kecenderungan praktik poli-
gami illegal ini ternyats bukan disebabkan oleh sulitnya
syarat poligami yang harus dipenuhi, karenﬁ dalam prak-
tiknya pengadilan memperlunak penerapan persyaratan po—
ligami. Keéenderungan praktik éoligami illegal yang di-
lgkukan coleh suami yang akan berpocligami ini pada dasar-
nys disebabkan karena sikap pesimis dari si suami terse-
but terhadap persetujuaﬁ dari istri, vang akhirnya‘mengw
akibatkan ia memilih sikap diam-diam ataun sembunyi-sem-

bunyi.

Obvek Penelitian

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah
mengenal alasan dan syarat poligami baik yang ditentuksn
dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum agama,
timbulnya kecenderungan seorang suami melakukan praktik
poligami illegai, permohgnan izin berpoligami, penerapan

ketentuan poligami dalam praktik, serta upaya untuk me-



nanggulangi menjamurnya praktik poligami illegal.

Lokasi P 1iti

- Pengadilan Agama Daerah Tingkst 11 Kotamadya Surabsaya.

Kesimpulan

Berdassrkan uraian di atas, maks dapstlsh disim-
pulkan bahwa walaupun Undang Uﬁdang Nomoer 1 ''ahun 1974
itu menganut asss moncgami namun masih memberi peluang
kepada para suami untuk beristri lebih dari seorang, a-
salkan memperoleh izin dari pengadilan. Tetapi kényatav
annva masih terdapat suamil yang beristri lebih dari seo-
rang dengan tanpa mengajukan permohonan izin terlebih ’
dahulu kepada pengadilan, meskipun pihak pengadilan te-
l1ah memperlunak penerapan persyaratan poligami. Poligsami
secara illegal ini jelss berdampak negatif, sehingga
perln secepstnya ditanggulangi dengsn cara mempertegas
pelaksanaan ketentuan-ketentuan poligami, mengadakan u-
paya penyuluhan hukum kepadas masyarakat, sertsa memberi-
kan sénksi vang berat kepada mereks-mereka yang terkait
dazlasm praktik poligami illegal tersebut. Sehubungan de-
ngan pemberian sanksi ini, Ketua Mahkamah Agung memberi-
kan petunjuk, bahwa bilamana seorang suami pernah menga-
jukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, te-

tapi ditolak dan si suamil tersebut tetap saja melakuksan



perkawinan dengan istri barunya, maks suami tersebut di-
kenakan pasal 279 Kitab Undang Undang Hokum Pidana. Se-
dangkan bagi seorang suami vang melakukan poligami tanpa
memohon izin berpoligami kepada pengadilan, maka ia di-
kenskan ketentuan pssal 45 Persturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1875. Namun g£una mencegéh merajalelanya poligami
illegal pada masyarakat, maka perihai sanksi yang dija—
tuhkan bagil seorang suami yang melakukan poligami tanpa
mgmohon izin berpoligami kepada pengadilan itu hendaknya
pengédilan selain menggunakan ketentnan pasal 45 Pera-
tnran Pemerintah Komor 9@ Tahun 1975 juga menggunakan ke-
tentuan pasal 279 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Akhirnys, dengan cara-cara pemberian sanksi sepgrti ini
maka diharaspkan dapat mencegah atau setidak-tidaknya me-
ngurangi terjadinya praktik poligami illegal dalam kehi-

dupan masyarakat.



